





A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan suatu kebutuhan manusia yang sangat penting karena dapat 
menjadikan manusia yang lebih baik dan berkarakter, maka dari itu pendidikan harus 
memiliki sebuah tujuan yang jelas dan tepat. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri 
bisa menentukan proses akan keberhasilan manusia yang diimbangi dengan unsur-
unsur dalam pendidikan.  
Bagi negara Indonesia pendidikan juga hal yang sangat penting untuk 
membangun dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan 
negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan 
pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut 
merupakan cita-cita yang harus diwujudkan oleh pemerintah sehingga harus 
mengupayakan dan memberikan pendidikan kepada setiap warga negara sebagaimana 
amanat dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Jaminan hak konstitusional atas pendidikan bagi warga negara tercantum dalam 
Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan 




dan menyelenggarakan sistem pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 
ayat (3)UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Bahwa pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang diatur dengan Undang-Undang”. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sesuai kewenangannya telah 
membentuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20 
Tahun 2003) untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 
memberikan kepastian pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan mutu 
sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga negara kepada Tuhan 
Yang Maha Esa.  
Pemerataan pendidikan itu salah satu sistem pendidikan yang dimana 
pendidikan menyediakan kesempatan yang luas kepada warga negara agar seluruh 
warga negara mendapatkan hak pendidikannya, baik warga yang mampu dan tidak 
mampu sehingga negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang beriman, 
bertakwa dan berkualitas demi mewujudkan pembangunan nasional. Dalam upaya 
pemerataan suatu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengeluarkan 
suatu kebijakan sistem pendidikan yang adil.  
Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan 
pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan 




Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 
Sekolah Menengah Kejuruan.  
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ini memiliki tujuan untuk mendorong 
peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam Pasal 16 Permendikbud tersebut 
disebutkan bahwa Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu salah 
satunya melalui jalur zonasi/sistem zonasi.  
Dalam sistem zonasi jarak merupakan hal yang dipertimbangkan dengan 
ketentuan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah yang 
akan dituju sesuai domisili dengan kuota paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh 
persen). Domisili calon peserta didik disini yang berdasarkan dengan alamat pada 
Kartu Keluarga (KK) dengan waktu diterbitkannya satu tahun sebelum 
dilaksanakannya PPDB.  
Mengenai Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota 
Bandung, Wali Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang dimana 
mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. 
Pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut atas dasar sebagai strategi untuk 




munculnya sebuah anggapan label-label sekolah favorit yang memicu terjadinya 
kesenjangan sosial. 
Selain itu pemerintah juga menginginkan agar sekolah menjadi ruang 
laboratorium untuk siswa. Jika mereka bersekolah didekat rumahnya, mereka akan 
mengetahui bagaimana kondisi dan situasi sosial lingkungan dari perjalanan rumah 
menuju sekolahnya. 
Para orangtua juga bisa jauh lebih mengontrol perkembangan dari anaknya bisa 
dengan cara menghindari anaknya untuk bolos sekolah dengan pergi ke tempat lain 
atau mabal. Dari kebijakan sistem zonasi ini menjadi sebuah tantangan yang harus 
dijalankan oleh para guru, agar para guru bisa lebih membentuk karakter pada  siswa, 
karena tingkat kecerdasan anak itu sampai dengan umur 15 tahun yang tepatnya 
sampai pada tingkat SMA.  
Namun, di kota Bandung ini dengan penduduk yang sangat banyak, padat dan 
tersebar luas, maka masih banyak sekali tempat tinggal yang jauh dari sekolahan. 
Sehingga membuat sebagian kelompok masyarakat merasa dirugikan dengan tempat 
tinggal mereka yang tidak bisa masuk dalam kategori zonasi sekolah, hal ini 
dinamakan oleh Disdik yaitu wilayah blankspot.  
Penerapan atas kebijakan sistem zonasi ini masih dinyatakan memiliki masalah 
atau kekurangan. Kekurangan sistem zonasi ini dirasakan oleh puluhan calon peserta 




Permasalahan yang dominan adalah pada tingkat SMP, karena total SMP 
Negeri di Kota Bandung hanya ada 57 sekolah yaitu sebesar  25%, sedangkan untuk 
tingkatan SD lebih banyak tersedia. Di sistem zonasi ini dibagi menjadi dua cakupan 
yaitu SMP bukan perbatasan dan SMP Perbatasan. SMP bukan perbatasan berjumlah 
39 sekolah, sedangkan SMP perbatasan berjumlah 18 sekolah. Dalam hal ini peneliti 
akan mengambil sampel dari satu sekolah bukan perbatasan yakni SMP Negeri 2 
Bandung karena sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit sebelum 
diterapkannya sistem zonasi, sekolah yang bertempat strategis di pusat kota. Dan 
selain itu sampel dari satu sekolah perbatasan yakni SMP Negeri 18 Bandung, 
sekolah tersebut juga merupakan sekolah favorit yang banyak peminatnya, dan 
sekolah ini menjadi sekolah perbatasan antara kota Bandung dan kabupaten Bandung.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung (Disdik) 
melalui lapor.go.id, bahwa ditemukannya laporan pengaduan masyarakat terkait 
PPDB tahun 2019 yang mana dimulai dari kekecewaan sistem PPDB, penerimaan 
PPDB yang tidak jelas, dan penentuan jarak/koordinat yang tidak sesuai sehingga 








Data Laporan Pengaduan Masyarakat PPDB Tahun 2019  
No. Hari/Tanggal Laporan Pengaduan Masyarakat 
(https://www.lapor.go.id) 
1. 29 Mei 2019 Titik Koordinat Jalur Zonasi PPDB  
2.  31 Mei 2019 Perbedaan hasil pengumuman PPDB 
3. 10 Juni 2019 Ketidakjelasan proses penerimaan PPDB  
4. 15 Juni 2019 Kekecewaan terhadap sistem PPDB Kota 
Bandung 
5. 27 Juni 2019 Sistem PPDB zonasi malah menyulitkan 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2019 
Dan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil temuan Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB 2019 yaitu:  
Tabel. 1.2 
Data Catatan Pengaduan Masyarakat PPDB Tahun 2019  
No. Catatan Pengaduan PPDB 2019/2020 
1. Berdasarkan data base pengaduan PPDB 2019/2020 , Jumlah Penerimaan 
pengaduan masyarakt terkait penyelenggaraan PPDB sebanyak 80 
Laporan Masyarakat untuk penyelenggaraan PPDB tingkat 
SD/SMP/Sederat dan sebanyak 19 Laporan Masyarakt terkait 
penyelenggaraan PPDB Tingkat SMA / SMK;  
2.  Jumlah Laporan yang diteruskan untuk diperiksa secara mendalam oleh 
Unit Pemeriksaan sebanyak 19 Laporan masyarakat; 
3. Mayoritas Pengaduan yang disampaikan untuk Penyelenggaraan PPDB 
2019/2020 adalah dalam penyelenggaraan PPDB 2019/2020 di Kota 
Bandung untuk tingkat SD/SMP; 
4. Secara general yang dikeluhkan oleh masyarakat diantaranya dalam 
penyelenggaraan PPDB 2019/2020 untuk PPDB Tingkat SD/SMP/PAUD 
Kota Bandung :  




dengan lokasi sehingga kondisi ini merugikan dan menguntungkan oleh 
Calon Peserta Didik;  
a. Keberatan terkait penggunaan KK minimal 1 tahun sebagai salah satu 
persyaratan yang mana ada masyarakat yang tidak mengetahui 
sehingga menyebabkan tidak dapat mendaftarkan;  
b. Penilaian terhadap nilai kejuaraan pada jalur prestasi;  
c. Informasi terkait distribusi siswa ke sekolah yang kuota kosong yang 
dianggap tidak transparan yang menimbulkan kecurigaan ditengah 
masyarakat;  
d. Rendahnya penanganan siswa yang rawan melanjutkan pendidikan.  
Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019 
Pemerintah harus mengupayakan agar penerapan kebijakan sistem zonasi dalam 
PPDB ini bisa berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada pihak yang dirugikan demi 
mewujudkan tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepda Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis 
kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Implementasi Kebijakan 
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP di 
Kota Bandung di Tahun 2019. 
B. Fokus Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membatasi 
permasalahan dengan fokus masalah mengenai Peraturan Walikota Bandung Nomor 
13 Tahun 2019 dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP di Kota Bandung Tahun 2019 dengan 




yang terdapat enam dimensi yaitu ukuran tujuan kebijakan, sumber daya, 
karakteristrik agen pelaksana, sikap kecenderungan/dispotition, komunikasi dan 
koordinasi aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Fokus 
penelitian ini mengambil sample terhadap sekolah bukan perbatasan dan sekolah 
perbatasan yaitu SMP Negeri 2 Bandung sebagai sekolah favorit yang berada di pusat 
kota dan SMP Negeri 18 Bandung sebagai sekolah perbatasan antara Kota dan 
Kabupaten Bandung. 
C. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang peneltiian, maka dapat dirumuskan masalah 
dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Implementasi 
Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP 
di Kota Bandung Tahun 2019? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah diatas yang telah dipaparkan, maka rumusan 
penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan 
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP di Kota 
Bandung Tahun 2019. 
E. Kerangka Pemikiran 
Fokus pemikiran penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi 




satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Publik, khususnya pada Kebijakan 
Publik.  
Menurut Siagian (2012:11), administrasi diartikan sebagai suatu proses 
pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat 
apapun dapat dilaksanakan dengan baik.  
Menurut Carl Fredrich dikutip Agustino (2014:7) mengatakan bahwa kebijakan 
adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 
(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) 
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud.  
Menurut Anggara (2014:232), konsep Implementasi berasal dari bahasa inggris, 
yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying 
out (menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to 
(untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).  
Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip Agustino (2006:139), implementasi 
kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu 
atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 





Berdasarkan definisi yang diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk 
mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.  
Untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem zonasi penerimaan peserta 
didik baru di kota bandung digunakan teori Van Meter Van Horn yang menurut 
peneliti relevan dan tepat. Menurut Van Meter Van Horn yang dikutip oleh Agustino 
(2014:142) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja 
implementasi, yaitu: 
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
Kinerja Implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya 
ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang 
mengada di level pelaksana.  
2. Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan 
sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 
implementasi. 
3. Karakteristik Agen Pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 
organisasi informal yang akan terlihat pengimplementasian kebijakan 




(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 
cocok dengan para agen pelaksanaannya.   
4. Sikap/Kecenderungan (Dispotition) para Pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat 
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 
kebijakan publik.  
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, sebaliknya.  
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik  
Sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 
publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat 
menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  
Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru di Kota Bandung ini, keenam faktor yang dikemukakan oleh Van Meter 
Van Horn sangat wajib dilakukan oleh seluruh bagian yang terkait dalam 
terimplementasinya kebijakan. Jika faktor-faktor ini berjalan dan tersedia dengan 




mudah berjalan dan terimplementasi sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan 
tersebut. Peneliti dapat merumuskan kerangka sebagai berikut : 
 
Gambar 1.1 
Skema Kerangka Pemikiran 













Sumber: Diolah oleh peneliti (2019) 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini akan dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis kepada 
beberapa pihak sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
INPUT 
Implementasi Kebijakan 
Sistem Zonasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru di Kota 
Bandung  
PROSES 
a. Ukuran dan Tujuan 
Kebijakan 
b. Sumber Daya 
c. Karakteristik Agen 
Pelaksana 
d. Sikap Kecenderungan 
(Dispotition) para 
pelaksana 
e. Komunikasi Antar 
Organisasi dan 
Aktivitas Pelaksana 
f. Lingkungan Ekonomi, 













a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam ilmu 
pengetahuan dan wawasan dalam keilmuan Administrasi Publik dan 
tentang kebijakan sistem zonasi. 
b. Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas, hasil penelitian diharapkan 
dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk mahasiswa 
dalam penelitian selanjutnya.  
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang 
Administrasi Publik, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan 
membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti dengan kenyataan 
yang terjadi di lapangan.  
b. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
evaluasi bagi instansi khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
di Kota Bandung.  
c. Bagi Masyarakat 
Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat 





Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota 
Bandung akan berjalan efektif dan efisien, jika dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakannya memenuhi indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 
komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, 
kondisi sosial ekonomi dan politik, dan sikap kecenderungan (Dispotition) para agen 
pelaksana.  
